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ABSTRAK

Pengaturan HAM dalam Hukum Positif Indonesia yang dituangkan dalam
Pt'm_bukaun UUD 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang
menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangal luhur
dan sangat asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa termasuk individual akan
kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangung bangsa
mencapai kemakmuran dan kescjahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah
/berperwakilan, berkebangsaan, berprikemanusiaan, berkeadilan dan berkeyakinan
ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Pernyataan yang padat di dalam pembukaan UUD
1945, dalam Batang Tubuh UUD 1945, dan terdapat juga dalam Pasal 28A- 28)
UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan
(Library Research). Adapun data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data
Sekunder yang terdiri dari : Bahan hukum Primer. Sekunder, Tersier. Upaya
pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, diantaranya: meningkatkan
mekanisme perlindungan HAM, adanya Undang-undang yang mengatur tentang
HAM. memproritaskan penyusunan mekanisme penanganan atas kasus-kasus

pelanggaran HAM agar efektif.
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| Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positil di Indonesia

vang dituanghan dulam Pembubaan 111 D 1945 dan dalem PBatang [ubuh

VUL 1943 mempunyai sara dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan
vang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang
sangat lubur. Pernyataan yang padat di dalam Alinea pertama Pembukaan
UUD 1945, dan dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945, terdapal
juga dalam Pasal 28A- 28) (UD 1945, Dalam Batang Tubuh UUD 1945
juga dijumpai Pasal-Pasal yang dapat diselaraskan dengan hak asasi yang
tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang
diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Upaya pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,
Mengatur mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya:
hak atas perlindungan bagi pribadi maupun keluarga dan juga memberikan
hak rasa aman. Meningkatkan Perhormatan Hak Asasi Manusia. Contoh: di
m' m menaati perintah dari orang tua, di lingkungan
masyarakat, menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Adanya Undang-
undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM),
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